
- 1. Undang-Undang Nomor 1" Tahun 1950 te<llang .'>embenrukao 
Daerah-daerah Kabupaten Datam Lr.gl<Ungan P,oprc,s; Jawa 

Barat (Bema Negara Tahun 1950): 
2. Undang-Undang Nomo, a Tat>un 1974 ter.:ang PokO!C-Pokok 

Kepegawaian sebagaimaf'l,e1 telall dtUbah dengan 

Undang-Undan~ Noma: 43 Tahun 1999 tentang Perubahan A:as 

Undang·Undang Nomo, a Tahun 1974 tentanq Po~ok-Pokoi. 

Kepegawaian (Lembaran Negara Aeputlfik lndones,a Tahun 
1999 Nomo, 169. Tambahan Lemoaran Nega;a Reouo w 
lndMe3ia Nomor 3890}; 

Mangmgat 

a. bahwa dengan telah drtelapkannya Peraturan Daerah Kat>upa:en 
Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Cl<ganisas, Perangl<al 

Daerah Kabupaten Bekasi, yang d!>·ntaranya mengarur 
ket,,mbagaan Dinas KE'beJsihan. Penamar,an dan Pema<!am 
Kebakaran , untuk melaksanakan t~kn1s operasiooaf sebagian 
tugas O,na~. dipandang pe~u dibentuk Unrt Peiaksaaa TeknlS 
Oinas Kebersih.:m; 

b bahwa atas dasar pertimbangan so!)agaimana d.maksud pam 
huruf a d1 atas, maka Pembeniukan Unit Pefaksana Tekn.s Dinas 

Kebersihan oaoa Dinas Kebers;han, Pertamanan can PemacJa.., 
Kebakaran retsebut , perfu dJtetapkan dengan Peraturan 8uD<1n. 

Menimbang 

81.!PATI BEKASI 

PEMBENTLIKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEBERSIHA"I PADA 
D•NAS KEBEASIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN 

KABUPATEN BEKASI 

PERATURAN BUPATI BEKASI 
NOMOA: 17 TAHUN 2010 

TENTANG 

SE!lJ : 2010 ' NOMOR: 17 

[ (-!!J 

• ........ -- 

SERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI 



3. Undang·Undang Nomor 1 o Tah<m 2004 1emang Pembentul<an 

Peratu,an Porundang-undangan (Lembaran Negara Reput,rrl< 
lndooesia Tahun 2004 Noma< 53,Tam_, lembaran Negara 
AAf)ub-l1k ln<ionesia NOl"l')Or 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahoo 2004 ten•ang Pemerin!ahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2004 

Nomo, 125, TambU.an Lembaran Negara Aepublil< lndonesla 
Nornor 4437): sebagaimana lelah diubah be\lelapa kall terakh• 
dengan Un<Jang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ten,ang 

Perubahan Kedua Alas Undang·Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentar,g Pemennlahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 200$ Nomor 59, Tambahan lembaran Negara 
Republil< Indonesia NO<nor 4844): 

5. Psraturan Pemerintah tJomo; 38 Tahun 2007 IJ:ntang 
Pembagian Urusan Pemerinlahan Antara Pememlah 
Pemerintahan Daerah PrOWlsi dan Pemenntahan Oaerah 
Kawpaten/Kota (Lembaran Negara Aepub11k Indonesia T ahun 

2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Aepublk 
Indonesia Nomvr 4737): 

6. Peraruran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisas, 

Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Reoubfll< lndonesla T ahun 
2007 Na<nor 89. Tatnbahan Lembaran Negara Republil< 
lndooesia Na<no, 474 t); 

7. Psraturan Mentel'! Oalam Negeri Na<n0< 57 Tahun 2007 tentang 

Petunjuk Teknis Penataan Organlsasi Peranglrat Daerah: 
8. Poraturan Oaerah Katiupaten Bel<asi Nomor 6 Tahon 2008 

1en1ang Urvsan Pernerlntahan Kabupaten Bekasi (Lernbaran 
Daerah Kabupaten Bel<asi Tahun 2008 Nomor 6); 

9. Peraturan Oaerah Kabupatan Bekasi Nomor 7 Tah'ae 2009 
tentang Organisas, Perangkat Oaerah Kabupaten Bel<as, 
(Lembaran Dae,ah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomo, 7): 

10. Peraturan Bupatl Bekasi Nomor 35 Tallun 2009 tentang 

Otga.nisasi dan Tata Kerja Oinas Kebersihan. Pena.manan dan 
Pemadam Kebakaran (Serita Daeran Kabupa1e., Bekas• Tarun 
2009 Nomor 35). 

- 



Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1 Dae,3h adalah Kabupaten 6ekasl; 
2. Pemerintah Daerah adatan Pemerintah Kabopaten BekaSi; 
3. Bupati adalah Bupau Bekasl; 

4. Dinas adalah Oinas Keberslhan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran 
Kabupaten Bekasi: 

5. Kepa:a Oinas adalah Kepala Oinas KeberSihan. Perta:mran dan Pemadam 
Kebakaran Katupa1en Bekasi; 

6. Unrt Pelaksana Tekn.s Dinas adalah Unit Pe!aksana Teknis pada Oinas 
Kebers•han, Pertamanan dan Pemadam Keoakaran Kabupat"" Be'<asl: 

7 Kepala Unit Kellers,han adalah Kepala UPTO Kebersihan pada Omas Kel>erSdlan. 
Pertamanan dan Pernacam Kebakaran Kabupaten Bokas~ 

8. Kelompok Jabatan Fungslonal adalah kelompok Pegawru Negeri Sipil yang <f•bef• 
tugas. wawenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berweoang unlUIC 

melak.sanakan kagiatcn sesuai cienr,an keah1ian Clan ks:e,ampilannya dalatn upaya 
mendukung ketancaran tugas pokok organisasi; 

9 Keglatan tekn,s operasicnai adalah tugas untuk melaksanakan 1<e9ia1an teknis yang 
secara langsung befhubungan den9<3n pefayanan masyarakat; 

10. f<&giatan teknis penunjang adatah rugas uotuk metaltSanatr.an kegtata11 unru~ 
- mendukung ;iela.ksaraan tugas org.ani.sas; ln<:Juknya. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pembentukan Unit Petaksana Teknis Dinas Kebersonan Paoa Oinas 

Kebecsihan. Penamanan dan Pemadam KebaJ<arao Ka.oopa;:en 
Bekasi 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 



C'engan Peraturan Bupati ,ni d1bentuk Untt Pelaksana Teknis Oi,ias (UPTOJ Kebersihan 
Kabupaten Bekasi pad3 Dinas Kebe,sihan, Pe<1amanan dan Pemadam Kebakaran 
Kabupaten Bekasl, yang 1erdlrl oan : 
a. UPTD Kebers!han Wilayah I meliputi WiJayah kerja. 

1. Kecamatan Tarumaiaya 
2. Kecamatan Babelan 

3. Ke<:amatan Muara Gembong 
4. Kecamatan Cabang Bongin 

b. UPTO KaberSihan Wifayah II meliputi Wilayah ke1a · 
1. Kecamatan Tambun Selamn 
2. Kecamatan Tambun Utara 

3. Kecamatan Tambelang 
4. Kecamatan Sukawang, 

c. UPTO KeberSihan Wilayah Ill meliputi wilayah keria : 
1, Kecamatan Cibilung 

2. Kecamatan Ci~.Jrang Baral 
3. Kecamatan Setu 

o. UPTO Kebers!han Wilayah IV meliplJtl wilayah ke,ja: 
1 Kecarnatan Cikarang Utara 

2. Kecamatan Karangbahag,a 
3. Kecamatan Sukatani 

4. Kecamatan Sukakarya 

a. UPTO Kebersit,an Wilayah V mellputi ,vilayah kerja : 
1. Kecamatan Cika.rang Timur 
2. Ke<:a'!"'tan Cikarang Pusat 
3. Kecamatan Kedungwanngin 
4. Kecamatan Pebayuran 

I. UPTO Keberslnan Wilayah VI melipu;i wilayah ke1ia: 
1 . Kecamatan Cikarang Selatan 

2. Kecamatan Serang Baru 
3. Kecamatan C1barusah 
4. Kecamatan Bo1009 Mangu 

BABU 
PEMBENTIJKAN 

Pasa12 

- 



Untu, menyelenggarakan lugas pokok sebagaimana pada Pasal 4 Peraluran ini UPTO 
Kebe,sihan m,mpunyaJ rungsl · 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknls dibldang kerersihan sesuai dengan 
lingkup rugasnya; 

b. Penyelenggaraan seoagian keglalan teknis operasional dan teknis pe,,unjang Dmas 
~ibfdang kebersihan sesuaJ dengan llflgkup lugasnya: 

c. Pemb•naan dan pelaksanaan tugas sesoat dengan tingkup rugasnya: 

d. Petaksanaan lugas lain yang diberlkan oleh KepaJa Oinas sesuai dengan rugas dan 
fungs.inya. 

Bagian J<etiga 
Fungsi 
Pasal 5 

urm Keberslhan memwnyai lugas pokok melaksarakan sebaglan kegiatan lei<nis 
operasiona; dan leknis :;,enunjang Dinas dibidang kebersillan yang meniam 
kewenangan Oinas Kebetsihan, Pertamanan dan Pemadam J<ebakaran Kabupaten 
Bekasi. 

Bag,an Kedua 

Tugas Pot<ok 
Pasaf 4 

(2) UPTD Kebe<sihan dipimpin Oleh seorang kepaJa UPTO Kebersihan yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepaia Oinas rnelal\Jt 
Sekretari.S Dinas. 

(t) unrr Pelaksana Teknis Oinas Kebersihan yang selanjutnya dalam Peiaturan In: 
disebut UPTD Ket>erSihan merupakan t1t1ft petaksana lel<nis pada Dinas 

Kebe,sihan. P011amanan dan Pernadam Kebakaran yang melaksanakan 
sebag,an kegialan teknis operasionaJ dan kegiatan teknis penun,ang. 

BAB Ill 
KEOUOUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesaru 
Kooudukan 

Pasal3 



(2) Uraian tugas dari Kepata UPTD Kebersihan; 

a. mengkootdinasikan penyusunan program ke,ia da,, reocana keg,aian UPTO 
Kebersthan; 

b. mengkoO<dinas,kan pen;usunan usulan anggaran UPTD; 

c. mengusulkan sarana dan prasarana kerja sesual dengan kebunsllan; 
d metaksanaxan pemeliharaan sarana dan prasarana : 
e. menyusun prosedur pelaksanaan kerja (Standa, Ope,as,or,a! Ptosedur:SOP); 

(1) Kapa.la UPTO Kebe,sihan mempunyai t\lgas pokok memimp;n penyelengga,aan 
- tugas dan lungsl UPID sebagaJmana te,canrum dalam pasal 4 dan 5 Peran,,a.e 

tnf: 

Bagian Ketiga 
Bagian Tugas Unsur Organ,sas, 

Parag,al 1 
Kepala UPTD 

PasaJ e 

(1) Organisasi UP ro tero,; dari · 

a. KepaJa UPTD: 

b. Kepala Sub Bag,an Tata usana. 
c. Kelompok Jabatan F11ngsiona1 

(2} Sagan Struktut Organisas! UPTD Kebersihan sebagairnana terc.antum dalam 
Lamplr.an Perarutan inl. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasf 

Pasal7 

Organjsasl UPTO Kebersih3n terdiri dari un9.1r-unsur: 
a. Pimpinan adatah KepaJa UPTD Kebersihan; 

b. Pelaksana Administ,as, adalah Sub Ba,;ian Tata Usaha; 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

BABN 

ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Unsur-unsu:r O,ganisasi 

Pasal6 



(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pok~k melaksanakan pengeroiaar, 

Surat menyurat, urusan ~euangan, rumah tangga, pe,tengkapan, pengelofaan 
adminlstrasi kepegawaian. penyusunan rencana dan program keqa sena 
pelaporan. 

- (2) Dalam mefaksanakan 1ugas pokol< sebagalmana tersebut pada aya1 (1) Pasai "'' 
Sub Bagian Tata usana mempunya_j fungsi ~ 
a. pengelolaan surat menyura1 clan kearsipan: 
b, pengelalaan adm,niStrasi keuangan: 

c. pengelalaan adminiStrasi perlengkapan can kerumahtanggaan; 
d. pengelolaan administrasl kepegawaJan; 

e. penyusunan rencana dan prc,gram kecja serta pelaporan.;. 
f. pelaksanaan tugas,rugas lain yang diberikan Oleh kepaJa UPTO 

Paragral 2 
Sub Bagian Tata Usaha 

Pasaf9 

melaksanakan kabersihan jalan dan flngktmgan : 
g. melaksanal<a,1 koordinasl can kosunasr P"'1gelolaan sampah bag, perumal>an. 

perkantoran, penokoan dan lndustri dengan instansi tert<ait. 
h, melaksanakan penyusur,an ;adwal opera&0rt.al petl:Qangkutan dan 

pembuangan sampah pada tempat yang tela~ cfitetapkan . 

i. melaksanaka,1 pemeliharaan kebecslha~ di lokasi pertamanan datani_ upaya 
menciptal<m keindahan clan kesehatan lingkungan 

J. melaksanakan pembinaa., operaslonal Kebe<Sihan sesuai dengar rencana 
keglatan: 

k. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepaea bawanan; 
I. membag, tugas kepada bawahan; 

m. membimbing pelal<sanaan tugas kepada bawanan ; 

n. memeriksa 1an menyampomakan haSif ke<ja bawahan; 

o. melakukan pembinaan kegi~tan ketatausahaan di lingkungan UPTD: 

p, mengkoordinaslkan pelaksanaan tugas ~·elompok Jabatan 
Fungsional: 

q mecumuskan permasalahan dan upaya pemecahannya; 

r, melakukan hubungan kerja sarna doogan un.1t kerja tPrkart: 
s. memtoat lapo,an haslf pelaksanaan tugas; 

t. melaksanakan rugas kedinasan lainnya sesuar <fengan potuf'lful< atasan 



(2) Kelompok Jat,..1.tan Fungsional mempunyai tugas pokok: 
a. metaksanakan penyusunan pcogram keg,atan Kebersihan: 
b. melaksanakan kegia,an b'Clang tekn,s operasional Keoersihan 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdin aias Kelompok Jabatan Fungs,cna: 

kebers,han serta Jabatan Fungsional lainnya yang diatu, bardasarkan peratu,an 
perundang-undangan yang berlal<u: 

(3) Tata usana dalam menyelenggarakan rugas pokol< dan fungsi sebagaimana 

d.maksuo pada ayat (1) dan aya, (2), mempunyai uraian n,gas sebagai llefilw! • 
a. menyusun usulan rencana ar.ggaran UPTD: 

b. mempetajari can menelaah peraturan perundang-undangan di bidang 
tugasnya: 

c. mempelaj3ri p,rloman <Jan petun/uk tekttis serta adminis'ras, d, bidang 
perencanaan, keuangan, kepegawaian. urusan un"HJ"Tl C'an sarana. 

e. metaksanakan konsuJtasi sesuai lingkup tugasnya; 
e. mengeodalikan surat-surat dan konsep naskah dinas di fo1gkurJgan UPTD; 
f. menyusun konsep administrasl Can petaksanazn pembina:m kepegawruan: 
g. melaksanakan pelayanan kebutuhan batang UPTD: 

h. memellhara serta mer>dayagunal<an saraoa den prasarana; 
I. melaksanaJ:an pengumpulan. pengolahan data oan kears,pan; 
J. melaksanakan adminlstrasi barang inventaris; 
k. melaksanakan ac:lminiStrasi surat menyt,.rat ; 

I. menyusun dan menyimpan surat arau barang inventaris kt catam tempat yang 
sudah di1entckan sesual Clengan }eniS d'ln sttatnya. 

m. menyampaikan informasr kepada pegawai di liogkungan unr. ke·1a U?TD yang 
akan mengajukan usulan kenaikan pangkat. c:uti, ijrn / tugas belajar. ~·~ 
berkaJa dan pension serta pegawai lldak !etap 

n. meny;apkan usulan kenaikan pangka,. cuti. ijin I tugas b€1a,ar. gajl bell<ala dan 
pensiun serta ~egawal bdak ,etap; 

o. membuat lapo.ran ansensl harian, mingguan dan bufanan; 
p. menyusun t>ahan laporan pelaksanaan program dan kegrata.:l UPTD: 
q, mela.ksanaka.n lugas kedinasan lalnnya sesua_j penntah atasan, 
r. melapO<kan hasil pelaKsonaan tugas kepada aiasen, 

Paragraf 3 
Kelompok Jabatan FungsionaJ 

Pasa1 ,o - 



Pa,agral 2 
Hubungan Kelja 

PasaJ 12 

(1) Kepala UPTO bertanggung JaWab kepada Kepala Oinas melalul Sekreraris Dinas: 

(2) Kepala UPTO me<ldapatkan pembinaan teknis operasional dari kepaJa boaang 
sesuai dengan bidang tugasnya 

(31 Kepala UPTO wajib mengkoordinaslkan. memberikan bimoingan dan PelUf\Uk 

petaksanaae tugas serta pengendalia>1 kepada para pelaJ<sarn>. 

/1) Hal-hal yang menjadi tugas pakok dan fl>ngsl UPTO merupakan sate kesatuan 

yang tidak dapat dlpisahkan. 

(2) Dalam me1a,sanakan 1ugasnya Kepala UPTO, Sub Bagian Tata Usaha clan 
'<elompok Jabztan Fungslonal wajib menerapkan prinsip koordina.si. iruegras, dan 
sinkrontsass. 

BAB V 
TATA KERJA 

Paragra! 1 
Umum 

Pasa111 

(4) Jenfs dan jenjang jaootan lungs,onal sebagalmana te-setan pada ayat (3). <fra!U: 

sesuai dengan psraturan perundang-undangan yang benaku. 

(5) Jumlah pelaksana jabatan fungsional seb<lgaimana dmakSUd pada ayat (1), 
disesuaikan dengan kebutuhan dan beban ke,Ja. 

(3J Untuk melaksanakan tugas pokok seoe.gaimana dimaksud pada ayat 121. 
Kelompok Jabatan Fungs,onal bartanggung i3wab kepada KepaJa Cilllas mefalui 
Kepala UPTO. 



(3) Ketenruan·l<etenruao la.n mer:iena, ,epegawa,an <lia1ur betdasmkan peraru•an 

poo,,~L1n9 und.1ngan y:,ng t>e<IO•u. 

(1) Kepara UPTD dan Kepala Sub Bag.an Tata Usaha oiang,<a.1 (Ian Oibethen1<kan 

aleh Bupali sesuai dongan peraruran perundang,undangan Y3J19 be<l'll<u: 

(2) Kepala UPTD wa;,b melaksanakan pemb!naan pegawa, ,..,..,.. -an 
pe,undang-undangan y:,ng berlaku. 

- 

SAS\11 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 15 

(2) Dalam hal Kepala 5tJb Bag.an Taia usalla be<halangan. maf;a Keoall U"TD 
dapar diwt>kd1 oleh Kefompok JaCatar Fungsiooal sesuai clen'}an t,,aangnya 

(1) Oalam hat Kepafa l!PTO berhalangan. Kepala UPTO dapel menurw< l<epala S..t> 
B.>g,an Ta1a Usaha 

Parag<at 4 

Hal Mewal<iii 
Pasal 14 

(31 Pengaruran me<>genal jen,s lai)cran ea- tala cara penyampaiannya berJ)e<loman 
kepada ketentuan peratu.ran bertaku 

12: 0a1am pe•yarrc,alican lapol'atl ••.,...,., aiasan. tembl,san lap<)tan waic 
d•sampa1kan kepado satuan kerja pe,angl<al daetah y:,ng seca-a t.,,,gs,ona1 
mempunyal tiubungan ke~a. 

( !) Kepala UPTD waj,b memllenlcan lal><Jral'I ler'tang petatsanaan ll,gllS """"" clan 
tungs.nya kepada Kepala Dina,: 

"afl>7al 3 
Pe apotat"I 

Pasal 13 



Oiundangkan di Clkarang Pusat 
pada tanggal 

t,, 1SEKRF::rARIS DAERAti KABUPATEN BEAASII" • , 

H. SA'DUOOIN - fld 

BUPATI BEKASI 

KEPAtA 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KEBERSIHAN PAOA 

OINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKAFIAN 
KABUPATEN BEKASI 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BE'<ASI 
NOMOR 17 Tahun 2010 
TANGGAL 5 Mei 2010 
TENT ANG Pembentul<an Un~ Pelaksana 

Teknis 011\aS Kebers.,t'lan Pada 
Dinas Ke~lhan, Per\amanan dan 
Pemadan, Kebakaran Kabu;,alen 
Bekasi 



BEAITA DAEAAH KABUPA!EM BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 17 

Dhmdangkan df Ciktrang Pusat 
caoa tanggal 5 -5-2010 

f,, fseKRETARIS O~ERAH KABUPATEN BEKASJ,-. r 

H. SA'OUOOIN 
• 

Oitetapkan di : Cikarang Pusat 
pada tanggal: 5 Mel 2010 

BUPATI BEKASI 

Agar seuap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang~n Petaturan vu <1engan 
penempatannya datarr, Serita Oaerah Kabupaten BekaSi. 

Pe,aturan inl mulal l>erlaku sejak tanggaJ diundangkan. 

Pasal 19 

Oengan berJakunya Peraturan ini segaJa ketenruan yang mengaiu, hal yang sama <Jan 
atau benentangan dengan Peraturan ini d"ICa])ut dan dinyaJakan tldak l>erla~u Jagi 

Pasal 18 

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP 

Pasat 17 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan lnl sepatljang mengena, telcn,s 

polaksanaannya diatur dan d,tetapkan lebih Janjut ofeh KepaJa Oinas. 

Pembiayaan UPTO bersvmber dari Anggaran Pencapaten dan Betan}S Oaetan 
Kabupaten Bekasl. 

BAB VII 
PEMBIAYAAN 

PasaJ 16 


